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VALIKOTA PAGAR ALAM

a

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALANM

MONOR : a5TAHUN 2010

, SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

VALIKOTA FAGAR ALANM,

Menmbarg o a. bahwe szsuai dengan pasal 320 Peratwan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana ielah diubah

dengan Peraturan: Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007

tentang Pengelciaan Kewuangan DRacrah, Kepaia Daerah

: menetaprtan Peraturan Kepala Daecrah tentang Sisiem dan

Frosedur Pengeloiaan Keuangan Dasrah;
%

b. bahwa Peraturen Kepszsla Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, merupakan pedoman bagi Pemerintan Kota Pagar Alam
dalam hal tata cara pelaxsanaan, penatausahaan. pelaporan
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

O

bahwa berdasarkan huruf a dan b fersebut di atas. perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prusedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

Undang—Undéng Nomor 08 Tahun 2001 tentany Pembentukan
Kota Pagar Alam (Lembaran-Negara Republik Indonesia T2hun
2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2001):

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Non'ac;r 4.7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig

Undgang-Undang Newor i Tahun 2004  tentang
Ferbendaharaan  Negara {Lembaran Negara Republik
Indcnesia Y

Tahuir 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
k Indonesia Nomoer 4355},

Undang-Undang Nomaor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
P\vngelo!aan dan  Tanggungjawab Keuan( =5 NMaegara
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Ind nesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia Teahun 2004 Nomor 104, Tambzhan
Lembaran Negara Repubuk Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Incdonesia
Nomor 4437) cebacaimana telah diunah dengan Undang-
Und~ng Nomor 8 "rzhua 2005 tentang rPenetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Unuang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
entang Peme.intahan  Oaerah  menjadi  Undang-Undang
{Lembaian Negara Republik- indoiiesia Tahun 2605 Nomor

108 Tpmbahaw Lembaran Negara Republik Indonesia nomor -

Undang- Undanq Nomor 33 Tanun 2004 tentang Perimbangan\
rnelangan Antara Pemerint~h Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Renublik Indunesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambanan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomoer

4435);

Peraturan Pemerintaii Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan FPropinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nemeor 82, Tambanan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan  Pemerintah  +.c ~or 109 Tahurn 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 20C0 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
aerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001

|
cmoi 118, Tambahan tembaran Negara Nomor 4138);

feraturan Pemerintah Nomor 66 Tehun 2001 tentang Retribusi
Uaeral (L;mbaran Negara Repubiik mco..vsia Tahun 2001
Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
weduduran Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Lewan Perwakiian Rakyat Daerah (Pagar ‘Aiam Negara
Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor ©0, Tambahan
enbaran Negara Republik Indonesia [lomor 4416)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomior '71 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Verai‘uran Pemerintan Nomer 24 Tahun 2004 tentang

1
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W-ewan Perwak!ian Rakyai Daerah \._vmbarcm Negara
Repub.n  Inunnes.a Tahun. ~007 Nomor 47, Tambaha
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Penghapusan Piut?na Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republix  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negai2 Republik Indonesia Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Baagan Layanan Uinum (Lembdaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20C5 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Rzpublik Indones;a Nomor 4502)

e
Peraturan Femerintah Nomor 24 Tanun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indunesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan -Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 4503); -

Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Poiitik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Rerublik Indonesia Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintaih Nomor 55 Tahun 2205 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik
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eraturan f‘)c ntaih Nomor 56 Tah
N (Le,. baran Negara Republik
y :

VETI
informasi F« vangan Daerah
indonesia Tahun 200
o

05 Nomo ,
Neoara Republik indonesia N’)Tv r 4578Y;

Peraturan Pemezrintah Nomer 57 Tahun 2005 *Pﬂtanq Hitan
Kepada Daeran {Lemoaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Noimor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 v

reraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubw
r esia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lLembara
ra Republik Indonesia Nomor 4578):

CL
(QO
m:)

Ferouran Pemne.aieri Nomor 65 Tahuro 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minima! (Lembaran Negara Repunii Indonesia Tahun 2005 -
ES 3 |

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pencrintsh: Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomeoer 158, Tambahan Lern bara'w Negara Republik
[ndonesia Nomor £588):

Peraturan  Pemerintah  Womor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Fenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rejuhlik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 185, Tambzhan Lenibaran Negara
Republik Indonesia Nomacr 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Perigelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20CC tcntang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 206 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintan  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Do
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Provinsi dan Pernerintan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia
ambahan lLembaran Negara

raturan

Oircvanis

lnAlAnoe - .
indonesia Tahun

T

gara Repubitk Indg
J

‘::jng—u\.d ng, Pancangan Pera iran
n Rancangan KSDL usan Dres'o en /I_Pmba.a
ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70

Presiden Fapublik indonesia Nomor 42 Tahun 2002

arsznaan Anggaran Dend p’a an dan
roaan Negara Repwolik Indonesi. Tahun

e pL itusan Vi

11 Tahun 270

Daiam Negeri Nomer 152 Tarun 2004
Pengelolaan  Barang Daerah  yanrg

Feraturan Menteri Delam Negeri Nomor 12 Tabun 2005 tentan
Fedoman Pengs) Pen, @ 2
cantuan Keuangan Kepadz

Peraturan {vienteri Keuangan Nomor 31/FtiK.07/2005 tentang
Teta Cara Pengajuzn Usul. Penelitian. Dan Fenetapan

enghapusan Piutzng Ferusahaan Negara/Daeran den
Fiuteng Negara/Dasrah

Feraturan Menteri Daiar
Pencelolaan Keuangan

ri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

FPera uran fvw‘"w Dalam tizgeri Norner 15 Tahun 2075 tantana
Jenis dan Bentuy ' Cuk Husum Daerah,

Peraturan Mentzri f)ciam Negeri Nomor 16 Tahun 2108 tentang
Prozedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

Perawran Menteri [')a?evn ’\J 2gert Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

-
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29. Peraturan i Dalam h g ri Nomor 17 Tahi'n 2007 tentang
N

Barang Milik Daerah;

ri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
enteri Dalam Negeri Nomor 13
an Keuangan Daerah;

41, Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentano
¥ Higsgssan P e

a=7ain ST T eaiyadalidii _aDO’ar‘
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Lembparan Daerah Kota Pa ar A am Tahun ZJ Nomor 24),

A5, Persturan '),‘;r;r» fiomor G7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam T ahun Nomor ). =

A -
WEMUTUHSKAN

PAGAR ALAM TENTANG SISTEM
DAN DQOSEDUI" FENGELDOLAAN KEUANGAN DAERAH

KOTA BAGAR Al Al

 Keputusan ini vang dimaksud dengan

Caerah adalah Kota Pagar Alam

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alem
Walikota adalah Walikol. Pagar Alam

Wakil Walikota adalah Waril Walikota Pagar Alam

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Seiatan

Sawun Kerja Perangkat Daerah zazdalah lembaga pada Pemerintah Kota
Pagar Alam yang bertanggung jawab kepada Walikota 'dan membantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok
dan  fungsmya masing-masing. vang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD. Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan
selaku pengauna anggaran dan pengguna barang.
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Sekretaris Dz .rah adalah Sekrete-is Daerah Kota Pagar Alam.

o

reuangan Raerah «dalan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didals “m-,'; segala bentuk kexayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daeran tersebut.

Anggarain Pendapaian dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangzan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui barsama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan vang meliputi
yerencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Satuan Kerja fengeiola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, vyang juga melaksanakan pengeloiaan
keuangan daerah.

.Grganis..si ataldh Uoca . omeritianai «i2ris yang «2ridin dari DOPRU,

Walikota/Wakil Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Dzerah.

Pemegang K~kuasaan Umuim Pengelclaap Keuangan MN2erah adaialk
Walikota Pagar Alam yang karena jabatannya mempunyai kewzanangan
menyelenggarakan keseluruhar pengelolaan kevangan-daeran. i

)

.Pejabat Pengeicia Keuangan Dzarab yang sslanjutnva disingkat FPKD

adalah kepala satuan kerja cengelola keuanganr daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengeloiaan APBD dan bertindak sehagai bendahara umum daerah.

.3cndahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalan PRXD -~

yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum d=er=h

.rengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk meiaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD - yang
dipimpinnya.

Pengguna Barana adalah pejabat pemegang Kewanangan penggunaan
barang milik daeran.

.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagiarn  kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPL.

.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang seanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
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O.entitas Pelaporan adalah unit pemerintah a yang
ke

.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpansn uang daerah vyang

.Dokumen Pelaksanaan Perubazhan Anggaran SKPD yanc seianjuinya

Bendanara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggumiawabkaw vang pendapatan daersh dalam rangka
pelaksanaan . .PBD pada SKPD.

4. Bendahara Pnngaiuaran adalah pejabat iungsional yang ditunjuk
menerima, menvimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

n‘vempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan belanja daeran dalam
rangka pelaksanzan APBD pada SKPD. '

rdiri atas szatu ctau
raturan perundang-

- g te
leoth entitas akuntansi yang menurut entuan pe
| Jgungjawaban berupa

!
undangan wajib menyampaikan laporan peﬂa

.Entitas Akuntansi adaiah unit pemeriniahan pengguna anggaran/pengguna

barang dan coleh Karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untux digabungkan padz entitas pelaporan.

‘Unit kerja adgalah bagian dari SKPD vyang melzksanakan satu atau

be \asapa pronram

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk memuavyar seiuruh pengeluaran c¢acrah. - -

.Rekening Kas Umuin Daeran acdalab rekening temuat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Walikota Pagar /iam untux menampung
selurun penerimaan daerah dan digunakan untu’ membayar seiurut
pengeluaran daelah pada bank yang ditetapkan

.Dokumen Peizksanaan Angaaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD adalan dokumsan yang memuat pendapatan. beiegnja dan pembiayzan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan angyarain oleh pengguna
anggaran.

~
disingkat DPPA-SKPD adaian dokumen vyang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan vang digurakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahain anggaran oleh pengguna anggaran.

Penerimaan Daerah adalah uang yang niasuk ke kas daerah.

.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daeran yang diakui sebagai

penambah nitai kekayaan bersih.

.Belanja Daerah adalah kewajiban pemzrintah daerzh yang diakui sebagai

pengurang nilai ke iyaan bersih.

.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah

dan belanja daerah

Defisit Anqqgaran Daerah adaiah selisin kurang antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.
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lah semua penerimaan yang periu dibayar kembali
ang akan diterima kembali, baik pada tahun
utan  maupun pada zhun-tahun  anggaran

isg Lebih Perhitungan Anggaran yang seianjutnys disi oka'
adalah selisih lehih reaiisasi penerimaan dan ocr.w—lu
selama satu pericde anggaran.
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Pinjaman Daerah adaish semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menarima sejumiah uang atau menerima manfaat vang bernilal uang dari
a

iumiah u
pihak lain sehingga ¢ Jaer h dibebani kewajiban untuk membayar kembpali.

Piutang Da ra adalah jumlah uang vyang wajio dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerint ah daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat iainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atzau akibat lainnya vang sah.

]

‘Utang Daerah adaian jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah

dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang f*ap“; ria-' dengan ua
berdasarkan paraturan perundang-undangan, perjaniian, atau berdasark
sebap lainniya yang sah.
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.Dana Cadangan adalah dana yang disisinkan guna mendanai kegiatan

yang menieiiukan dana .elatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

investasi adalah pengyunaan aset untux me’npelo‘ew manfaat exonomis
sepertl bunga, daviden, royaiti, manfaatl sosiai dan/atau manfaat lainnya
sehingg dapat meningkatkan kemampusn pemerintah dalam rangka
pelayanan kepade masyararat.

.Anggaren Kas adalah dokumen gerkiraan arus kas masuk yang

baersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam setiap periode.

.Surat Penyediaan Dana y2ng selanjutnya disinakat SPD adalah dokumen

yang meryatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penhercitan SPF.

.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutiya disingkat SPP adaiah

dokurnen yang diterbitkan oieh pejapat yang oertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara  pengeluaran untuk  mengajukan
permintaan pembayaran.

8PP Uarg Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UF  adalah
o < J

dokumen yang ciziukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintazn
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolvins) vano tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran fangsung. :

8PP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat £ PP-GU adalah

dokumen yang dizjukan oleh bendaharan pengeiuaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
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diaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalan dokumen vang diejukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan wuang persediaan guna melaksanakan kegiatan
< dan

e
SKPD vyang bercifat mendesa< dan tidak dapat digunakan untuk
pempayaran i2angsung c¢an uang persediaan :

.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pen g?‘ uaran untuk permintaan Den“r\avaian
langsung kepada pihak ketiga alas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan wakiu pembayaran tertentu yana dokun‘er‘r‘ya
disiapkan oieih PPTK. ' T

Surat Perintah Membayar yang selanjutnva disingkat SPM adalah
dokumen vyang c“g'=M'<3n/'f*iter‘“>irka'w oleh pengguna anggaran/kuasa
pengauna anggaran untuk penerbitan SPZD atas beban pengeluaran DPA-

)

SKPD.

¢

5. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPM-UP adalah dokumen vang diterbitkan oleh penaguna anggaran/kuasa
~-Nggune LPnTALan untu¥ ~enerbitin SP2D aias behan-hengeluaran DPRPA-
KPD vyang dipergunakan sebagal uang persediaan untuk mendanai
glatan

x r
( D

rat Perintah Membuayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
ingkat ERPM TU adalah aokumen yang diterbitkan oleh pengguna

ran/kuasa pengguna anggars™ untuk penerbitan SF20 atas beban
icel

2

v o
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uaran DPA-SKPD vang dananya dipergu: .akdn untuk mengganti
persediaan yang telah dibelanjakan.

O
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Surar Peri ".taiv Membayvar Tambahan Uang Persediaan vyang
selanjutnya disingkat SPM-TU adaiazh dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SF20D
atas beban pzngeluaran DPA-SKPD. karsna kebutuhan dananya melebihi
dari jumlah batas pagu vang persediaan yang teiah ditetepkan sesuai
dengan ketertuan.

N

.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya aisingkat SPNi-LS

adalah dckumen vang dilerbitkan oieh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk renerbitan S”2D atas beban pengeiuaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga

.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutrya disingkat SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebaga! dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SFM vana telah diverifikasi.

Barang Milik Daerah adalah semua Zar2ng yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan la nnya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang. surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di smgkét BUMD adala
badan usaha vang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh
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‘Kineria adalah keluaran/h

Pemerniniah Daerah

Sadan Layanan Umurm Dasrah yang seianiutnya disingkat BLUD adalah

S.PD/unit kerja pada SKFD o dingxkungan pemerinitah daerah yang

gibentuk  untuk memberikan  czlayanan kepadz masyarakat barupa
penyedidgen barang dan/atau 233 yang dijual tanpa mengutamakan

mercar Keuntungan, dan dalar —elaxukan kegiatannya didasarkan pada

DINSIp ensiensi aan 'H("‘ uktivitas

Tim Anggaran Pemerintah Dazrah yang selanjutnya disinakat 1 APD

adglan fim yang cbentuk dencz- verutusan kepala dzerah dsn dipimpin
ol2h  sexrsiarls  gasrah  yang werrcunyal tugas menyiapkan  serta
meiaksanakan Kebijakan kepaiz czerz~ dalam rangka penyusunan APBD

yang anggotanya cerdiri dari p 2ncana daeran, PPKD dan nejabat

[¢8)
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fainnya sesuci d~nuan kebutu

vang memugtl kebijakan bidan; zzncapatan. belanja. dan pembiayaan
3eita asumsi yang mendasarinyz _~iuk cericde 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plaron Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS 3adaiah rancangan croa sz~ orictias dan patoran balas maksimal

anggaran yang diberikan kepac:z SKPD untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan | RKA-8- 2D sesbelum dlsepakau dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang seianjutnya umrngkm R.\A-
SKPC adalah dokumen pereriz-zsan dan penganggaran yang berisi
rencena pendapatan, rencana bz z1ja orogram dan kegiatan SKPD serta

rencana pembiayaan sebagal daszz” penvusunan APBD.

o)
w
Q.
o
D
e}
'))

an/program yang akan atau telah

dicapal senubuncan dengan perc:inazn anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terulur.

.Fungs, lislah perwujudgan tugas <spemerintahan dibidang terteniu yany

dilaksanakan daiam rangka menczoai tuiuan pembangunan nasional.

.Urusan pemerirvta:’ﬁ,an adalah f.-zsi-fungsi pemerintahan yang menjadi

hak dan kewajiban setiap tingkate~ dan/atau susunan pemerintahan uniuk

njuinya disingkat KUA adalah dokumen

~
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mengalur  dan  mengurus  fungsi-fungsi  lersebut  yang  menjadi

ewenanganny” dalam rangra

y
dan mensejahterakan masyararal,

ah penjabaran kebijaxan SKXPD dalam bentuk upava yang

m
} ®
\J

- o e
crogram adz

berisi satu ateu l2bih kegiatan dengan manggunakan sumbar day2 yang

disediakan untuik mencapal hasil vang terukur sesuai dengan misi SKFPD.

70 Reylatan adgsian tagian dan program yeang dilaksanakan oish satu atau

lebin unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada  suatu program dan terdiri dan sekumpulan  tind

manusia), carang modal termasuk peralaian dan teknologi, dana, atau
Ginasi darl bebesrapa atau kesemuza jenis sumbser daya {ersecut
sebagai masukan (nput) untuk menghasixan keuaran (output) dalam

bentuk barang/jasa

Sisiem dan Prosedur Fengelolaan Keuangan Daeran Kola Pagar Aiam sebagaimana

]

rcantuin saaim Lampiran Peraturan in!

ers dan Prosedur Pengelolzan Keuangan Daerah Kota Pagar Alan sebagaimana

P
L. Penatausahaan Penerimean Daerah

¢. Penatausahazn Pengeluaran Daerah

{

d. Penatzusahaan Rendahara

e Akuniansi Pelaporan

" Sistern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal3

S0

_dipergunakan sebagai acuan vang v/ajib ¢ilaksanaran oleh lnstansi/Lembagal/Satuan

-.Kerja Ferangkat Daerah Pemerintah Kota Fagar Alam,
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H. DJAZULI KURIS

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM
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